WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 127 TAHUN 2016
TENTANG
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Perlindungan Anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan

Anak Indonesia di Kota Yogyakarta;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas peran dan

fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota

Yogyakarta terhadap pengawasan dan penyelenggaraan

perlindungan anak, perlu mengubah Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2016 tentang Komisi

Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2016

tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota

Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar



Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 859);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5606);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);



7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention On The Rights Of The Child
(Konvensi Tentang Hak-hak Anak)(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 127
TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA KOTA YOGYAKARTA.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun
2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 5
(1) KPAI Daerah mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan pengawasan terhadap perlindungan dan
pemenuhan hak anak secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi
dengan berpedoman kepada kebijakan nasional perlindungan anak

Indonesia; dan

b. melaksanakan mediasi, advice dan advokasi terhadap pelanggaran hak

anak.
(2) KPAI Daerah mempunyai tugas :

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan

pemenuhan hak anak;

b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang

penyelenggaraan perlindungan anak;
c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak

d. menerima dan melakukan penelahaan atas pengaduan masyarakat

mengenai pelanggaran hak anak;

e. melakukan mediasi atas sengeketa pelanggaran hak anak;



f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di

bidang perlindungan anak;

g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan

pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Anak.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 28 Oktober 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 79



